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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasl Penditian
411 Tinjauan Umum BPKP
4.1.1.1 Sgjarah Singkat BPKP

Adalah sebuah fakta bahwa kompleksnya penyelenggaraktivitas
pemerintahan dan pembangunan membuat Presiden takgkin dapat
mengawasi secara langsung jalannya roda pememmtBlogensi atas adanya bias
informasi kepada presiden akan sangat mungkindierfaleh sebab itu, dalam
melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBpisiden memerlukan
penyedia informasi obyektif yang dilakukan meldluingsi pengawasan internal.
Fungsi pengawasan internal tersebut harus handalis&ebutuhan presiden.
Karena itu, pengawasan internal tak lagi sebatdi dalam lingkup tvatchdod,
tetapi juga mencakup aktivitas jasa konsultasi daeality assurance. Fungsi-
fungsi itulah yang kini diemban oleh Badan Penganwa¥euangan dan
Pembangunan (BPKP).

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pemban@ii@R)(tidak dapat
dilepaskan dari sejarah perkembangan aparat pesgawangsional pemerintah
atau yang sekarang disebut Aparat Pengawasan dht®emerintah (APIP).
Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983ngmBKP, BPKP praktis
mengambil alih seluruh tugas pokok dan fungsi Dokl Jenderal Pengawasan
Keuangan Negara (DJPKN) yang saat itu bernaung advab Departemen

Keuangan.
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4.1.1.2 Struktur Organisai

Dalam menjalankan fungsinya, BPKP dipimpin olehraeg Kepala yang
dibantu oleh satu Sekretaris Utama dan enam dgaogi membawahi bidangnya
masing-masing, Yyaitu Deputi Pengawasan Instansi eRetah Bidang
Perekonomian, deputi Pengawasan Instansi pemeiidahg Politik, Sosial, dan
Keamanan, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggadaamabilitas, Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan D&saiiti Bidang Akuntan
Negara, dan Deputi Bidang Investigasi. Selain teudapat empat Pusat yaitu
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, PusgitiBa dan Pengembangan
Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, dan Pesabinpan Jabatan
Fungsional Auditor. Untuk menjangkau tugas pengawaga, BPKP memiliki

perwakilan di tingkat propinsi, serta satu perwakildi luar negeri (Bonn,

Jerman).
Kepala
Sekretariat
Deputi Deputi Pengawasan| Deputi Deputi Pengawasar] Deputi Deputi
Pengawasan Instansi Pemerintah Pengawasan Bidang Bidang Bidang
Bidang Bidang Politik, Bidang Penyelenggaraan AKuntan Investigasi
Perekonomian Sosial & Keamanan AKuntabilitas Keuangan Daerah Negara
Inspektorat Pusat Pusat Penelitian & Pusat Informasi Pusat Pembinaan
Pendidikan&Pel Pengembangan Pengawasan Jabatan
atihan Pengawasan Fungsional
Pengawasan Auditor

Perwakilan BPKP

——J]

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
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4.1.1.3 Deputi Bidang I nvestigasi

Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksamagerumusan kebijakan

di bidang investigasi. Deputi Bidang Investigasiyslenggarakan fungsi :

a)
b)

c)

d)

f)

9)

Perumusan kebijakan teknis investigasi dan penyrstencana investigasi ;
Penyusunan pedoman teknis dan pemberian bimbiegaistinvestigasi ;
Koordinasi dan pelaksanaan investigasi terhadapskpenyimpangan yang
berindikasi merugikan Negara dan terhadap hambatatancaran
pembangunan pada instansi pemerintah pusat daahddsdan usaha milik
Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terde@aé&ntingan pemerintah,
dan badan usaha milik daerah;

Pemberian bantuan investigasi terhadap kasus ppawgan yang berindikasi
merugikan Negara dan terhadap hambatan kelancaarmgmgunan pada
instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usékdaegara, badan-badan
lain yang ada di dalamnya terdapat kepentingan petak, dan badan usaha
milik daerah atas permintaan pihak yang berwenastansi atau badan usaha
milik daerah atas permintaan pihak yang berweniastansi atau badan usaha
yang bersangkutan, instansi penyidik dan/atau msgtambaga yang
berwenang lainnya ;

Pemantauan tindak lanjut hasil investigasi ;

Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan investigas

Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasgstigasi.
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Visi dan Misi Deputi Bidang I nvestigasi
Visi Deputi Bidang Investigas :

Menjadi investigator yang professional, berintegitdan berperan aktif
dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepoti@i&N) dan penanggulangan

hambatan kelancaran pembangunan dalam mewujudkach Gavernance.

Mis Deputi Bidang I nvestigas :

1. Membantu terwujudnya Aparatur Pemerintah  yang  bersdan
terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangambaik

2. Memberikan kontribusi melalui usulan/rekomendasasapenyempurnaan
peraturan perundang-undangan di bidang pemberankasapsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).

3. Meningkatkan kualitas hasil investigasi di bidargmperantasan KKN dan

penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan.

4.1.2 Deskrips Data Variabel Penelitian
4.1.2.1 Kemampuan Auditor

Data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitianpanulis peroleh dari
hasil penyebaran kuesioner kepada 7 auditor imgaestiyang terdapat di Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pemvabdwa Barat.
Adapun 7 auditor tersebut adalah sama seperti yaladp dibahas pada bab

sebelumnya tentang pengambilan sampel.



58

Dalam kuesioner tersebut terdapat 20 item/pertanyaag berbentuk pilihan
berganda, hasil jawaban terlampir (Lampiran 6).aBfdta tersebut kemudian
dianalisis dengan menghitung banyaknya/frekuensalj@n yang muncul dari
setiap pertanyaan, lalu dilanjutkan dengan menggituata-rata jawaban
berdasarkan skoring setiap jawaban dari resporigientlasarkan skor yang telah

ada dapat dianalisa sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perhitungan Frekuens Jawaban Untuk Variabel X
No Frekuensi jawaban | Skor Skor

Item| 5 4 | 3| 2| 1| item Tertinggi
1| 6 - - -] 1 31 35
2| 6 - - -] 1 31 35
4| 6 - - -] 1 31 35
5| - 52| -| - 26 35
6| 4 - - -] 3 23 35
7| 4 1 (1] -] 1 28 35
8| 6 - - -] 1 31 35
9| 6 - - -] 1 31 35
11| 2 3| 2| -] - 28 35
14| 2 3| 2| -| - 28 35
18| 5 2 | -| - | - 33 35
20| 3 4 | - - - 31 35
Jumlah 352 420

Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini aa@852, jadi berdasarkan
data tersebut maka Kemampuan Auditor dapat dihitwengan cara
membandingkan antara skor penelitian yang didagagah skor maksimal.
Berikut ini adalah cara perhitungannya :

(352:400) x 100% = 88%.
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Bila hasil tersebut dilihat dengan tabel interpsetkor (tabel 3.3), maka
hasil tersebut berada pada kategori sangat baik.infdalapat dikatakan juga

bahwa kemampuan 7 auditor investigasi BPKP sarajkt b

4.1.2.2 Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigasi dalam
Pembuktian Kecurangan

Data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitianpenulis peroleh juga
dari hasil penyebaran kuesioner kepada 7 auditeestigasi BPKP. Dalam
kuesioner kali ini terdapat 22 pertanyaan, hasviajaan terlampir (Lampiran 7).
Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan nieimghbanyaknya/frekuensi
jawaban yang muncul dari setiap pertanyaan, ldangitkan dengan menghitung
rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawdia responden. Berdasarkan

skor yang telah ada dapat dianalisa sebagai berikut
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Tabel 4.2

Per hitungan Frekuens Jawaban Untuk Variabel Y

No Frekuensi jawaban Skor | Skor
ltem| 5 4 3 2 1 | item | Tertinggi
1| 6 - - - 1 31 35
2| 6 - - - 1 31 35
3| 4 2 - - 1 29 35
41 5 2 - - - 33 35
5| 2 3 2 - - 28 35
6| 4 2 - - ¥ 29 35
7| 6 - - - 1 31 35
8| 5 2 - - - 33 35
9 5 2 - - - 33 35
10| 4 1 1 - 1 28 35
11| 4 1 1 - 1 28 35
12| 6 - - - 1 31 35
13| 6 - - - 1 31 35
14| 2 3 2 - - 28 35
15 2 3 2 - - 28 35
16| 6 - - - 1 31 35
17| 6 - - - 1 31 35
18| 4 1 1 - 1 28 35
19 2 3 2 - - 28 35
22| 4 2 - - 1 29 35
Jumlah 599 700

Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini adab99, berdasarkan data
itu maka Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audiestigasi dalam Pembuktian
Kecurangan dapat dihitung dengan cara membandingktara skor penelitian
yang didapat dengan skor maksimal. Berikut ini @da&lara perhitungannya :

(599:700) x 100% = 85,57%.
Bila hasil tersebut dilihat dengan tabel interpsetkor (tabel 3.3), maka

hasil tersebut berada pada kategori sangat bagdtaefektif. Hal ini dapat
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dikatakan juga bahwa efektivitas pelaksanaan pursaddit investigasi dalam
pembuktian kecurangan yang dilakukan oleh 7 audieestigasi BPKP sangat

baik.

4.1.2.3 Pengujian Validitas Instrumen

Penelitian ini - menggunakan kuesioner sebagai im&nu dalam
mengumpulkan data. Dengan instrumen seperti inianpaklu diuji validitas dan
reliabilitasnya. Instrumen yang valid berarti aldtur yang digunakan untuk
mendapatkan data (mengukur) itu valid.

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunagangujian validitas
konstruk karena instrumen kuesioner yang digunak@aah untuk mengukur
sikap fontest. Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasdara skor
item setiap butir pernyataan dengan skor totalangeinya interpretasi dari
koefisien korelasi yang dihasilkan, bila korelaaptfaktor tersebut positif dan
besarnya lebih dari atau sama dengan 0,3 maka dhpatpulkan bahwa
instrumen tersebut memiliki validitas konstruksngebaik.

Dari hasil yang diperoleh pada lampiran 8, dalabeltéersebut terlihat hasil
bahwa untuk kuesioner variabel Kemampuan Auditgrdati 20 item pertanyaan
12 diantaranya dinyatakan valid. Sedangkan untitkr pertanyaan dinyatakan
tidak valid karena nilai koefisien korelasinya 8,0yaitu item pertanyaan nomor
3, 10, 12, 13, 15, dan 16 serta 2 pertanyaan ndmaian 19 dihilangkan karena
dianggap tidak relevan. Untuk perhitungan selagmtmaka item pertanyaan

yang tidak valid tersebut tidak diikutsertakan.
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Sedangkan untuk pengujian validitas terhadap variab atau efektivitas
pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam petialboukecurangan hasilnya
dapat dilihat pada Lampiran 9. Dari data terselaytat disimpulkan bahwa dari
22 item/pertanyaan terdapat 2 item/pertanyaan Vidag§ valid karena koefisien
korelasinya kurang dari 0,3 yaitu item pertanyaamor 20 dan 21. Maka item
yang tidak valid tersebut dibuang dan tidak dimasuldalam perhitungan

selanjutnya.

4.1.2.4 Uji Reliabilitas

Penguijian reliabilitas dalam penelitian ini mengaken uji Cronbach’s
Alpha. Nilai-nilai untuk pengujian realibilitas berasal rdaskor-skor item
kuisioner yang valid. Item yang tidak valid tidaKilwhtkan dalam pengujian
reliabilitas. Instrument memiliki tingkat relialitis yang tinggi jika nilai koefisien
yang diperoleh > 0,60 (Imam Ghozali, 2002 : 13B3gri pernyataan di atas dapat
diambil kesimpulan bahwa kelompok item dalam suditmensi dinyatakan
reliabel jika koefisien reliabilitasnya tidak kugadari 0,60.

Berikut ini adalah data hasil pengujian reliabditantuk variabel X atau

Kemampuan Auditor :
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Tabel 4.3
Pengujian Reliabilitas Variabel X
No.
Responder; X
1 58
2 57
3 53
4 50
5 53
6 24
7 57
Keterangan :
X = Skor total dari item variabel X

Setelah data disajikan seperti di atas kemudiagkkn selanjutnya adalah
dengan mencari tingkat reliabilitasnya. Perhitungamgkat reliabilitas ini
menggunakasoftwareSPPS 14, dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Hasil K orelasi Reliabilitas Variabel X
Reliability Statistics

Cronbach's N of
Alpha Items
174 13

Dari tabel tersebut dapat diketahui reliabilitastinmen sebesar 0,774.
Dengan demikian instrumen untuk variabel X atau Hewpuan Auditor dapat
dikatakan reliabel karena hasilnya lebih dari 0,60.

Sedangkan untuk pengujian reliabilitas terhadaabeal Y atau efektivitas

pelaksanaan prosedur audit investigasi dapat taglaagai berikut :
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Tabel 4.5
Pengujian ReliabilitasVariabe Y
No. y
Responder,
1 93
2 97
3 100
4 75
5 92
6 46
7 96
Keterangan :
Y = Skor total dari item variabel Y

Setelah data disajikan seperti di atas, kemudigkizh selanjutnya adalah
dengan mencari tingkat reliabilitasnya. Perhitungargkat reliabilitas ini
menggunakasoftwareSPPS 14, dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Korelasi Reliabilitas Variabel Y
Reliability Statistics

Cronbach's N of
Alpha Items
.764 21

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa relislinstrumen sebesar
0,764. Dengan demikian instrumen untuk variabeltat afektivitas pelaksanaan
prosedur audit investigasi dalam pembuktian ke@aardapat dikatakan reliabel
karena hasilnya lebih dari 0,60.
4.1.2.5 Analisis Statistik

Untuk mengetahui adanya pengaruh kemampuan auduarabel X)
terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur aud#stigasi dalam pembuktian

kecurangan (variabel¥) di BPKP perwakilan Jawa Barat, maka penulis
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melakukan beberapa perhitungan statistik untuk nodtikan hipotesis yang
telah dikemukakan sebelumnya yaitu, “Kemampuantauberpengaruh terhadap
efektivitas pelaksanaan prosedur audit investidalsim pembuktian kecurangan”.
Langkah-langkah untuk menguji hipotesis tersebataddsebagai berikut:
1. Penetapan Hipotesis Penelitian
Ho : p = 0, artinya Kemampuan Auditor ( variab€) Tidak Berpengaruh
Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audikedinyasi Dalam
Pembuktian Kecurangan ( variabg)
Ha : p # 0, artinya Kemampuan Auditor ( variabXl ) Berpengaruh
Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audiedinyasi Dalam

Pembuktian Kecurangan ( variabg)

2. Perhitungan Nilai Statistik

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telabtapkan, maka
dilakukan pengujian statistik dengan cara mengbitkoefisien korelasi antara
variabel X dengan variabel. Adapun teknik statistik yang digunakan adalah
korelasiRank Spearmanntuk mengetahui hubungan antara variabel kemampua
auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedudit ainvestigasi dalam
pembuktian kecurangan. Dan untuk mengetahui besgsapgaruh kemampuan
auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedudit ainvestigasi dalam
pembuktian kecurangan digunakan perhitungan keefideterminasi.

Perhitungan korelagank spearmanni menggunakarsoftwareSPPS 14,

dan hasilnya adalah sebagai berikut :
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Tabd 4.7
Korelas Rank Spearman
Corrdations

X y
Spearman’'srho x Correlation Coefficient 1.000 .600
Sig. (2-tailed) . 154
N 7 7
y Correlation Coefficient .600 1.000
Sig. (2-tailed) 154 .
N 7 7

Hasil penghitungan koefisien korelasi rank spearmdalah 0,6 angka ini
menunjukkan adanya korelasi. Artinya kemampuantautderpengaruh terhadap
efektivitas pelaksanaan prosedur audit investidalsim pembuktian kecurangan.

Untuk melihat seberapa besar pengaruh kemampuartoraugrhadap
efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigaEm pembuktian kecurangan,
maka digunakan koefisien determinasi sehingga dlipler tingkat pengaruh
tersebut. Dalam penelitian ini hasil yang diperaealah sebagai berikut:

Kd=rs’x 100%
= (0,6x 100%
= 366
Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan audiewshadap

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigalam pembuktian kecurangan
adalah sebesar 36%.

Nilai kemampuan auditor terhadap efektivitas pedaaan prosedur audit
investigasi dalam pembuktian kecurangan sebesar B&¥nbuktikan bahwa
kemampuan auditor mempunyai pengaruh, namun ded@rampuan auditor ada
faktor lain sebesar 64% yang juga ikut berpengatethadap efektivitas

pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam petainukecurangan yang tidak
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diteliti oleh penulis. Dari penghitungan di atagpatadiambil kesimpulan bahwa
kemampuan yang dimiliki oleh 7 auditor investigaBKP perwakilan Jawa Barat
memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelaksapamsedur audit investigasi

dalam pembuktian kecurangan.

4.2  Pembahasan

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, dag&ketahui bahwa 7
auditor investigasi di BPKP perwakilan Jawa Basdaht memiliki kemampuan
yang sangat baik. Hal ini terbukti dengan perhiamgang disajikan sebelumnya
bahwa dengan penilaian skala 0%-100%, kemampuag gamiliki 7 auditor
investigasi BPKP perwakilan Jawa Barat adalah 88%.

Hal ini disebabkan karena auditor investigasi BPkdbanyakan adalah
lulusan dari jurusan akuntansi yang telah memp@laj@ngetahui teknik sistem
pengendalian intern sehingga tidak akan mendapaitliten di saat melakukan
audit investigasi. Hal ini juga didukung dengan givkritis para auditor,
pengetahuannya tentang audit investigatif, tindel&mma korupsi, peraturan bisnis,
dan kemauannya mempelajari kasus-kasus korupsitgéatgterjadi.

Namun bila dilihat lebih jauh, maka akan diketabahwa ada beberapa
kemampuan yang belum bisa dikuasai oleh para audit ini dapat terlihat
dengan jawaban—jawaban yang diberikan pada kuesiwareabel kemampuan
auditor terkadang tidak sesuai dengan yang sehaudbiantaranya adalah
auditor investigasi harus mengetahui masalah irdsrdan teknologih@ardware,
software,maupun sistem), serta memahami tenteytger crimesedangkan hasil

jawaban yang diberikan ternyata masih banyak yahgibmengetahuinya.
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Selain itu masih banyak hal-hal yang tidak seseaigdn yang seharusnya
dilihat dari jawaban responden yaitu jawaban-jawab@ngenai kemampuan
mengumpulkan bukti, pengetahuan mengenai konsthuksim (undang-undang),
kemampuan berkomunikasi yang baik, dan kemampuanbua hipotesa. Hal
ini mungkin terjadi karena auditor bekerja dalantusam dan di dalamnya
terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan aemg@tahuan yang berbeda
untuk saling mendukung, jadi wajar jika salah saiditor tidak memiliki semua
kemampuan untuk melaksanakan audit investigasi.

Sedangkan untuk efektivitas pelaksanaan proseddit awestigasi dalam
pembuktian kecurangan, tingginya persentase kemampuditor yang dimiliki
oleh auditor investigasi BPKP perwakilan Jawa Ban&mpengaruhi prosedur
pelaksanaan audit investigasi dalam pembuktian rekegan menjadi efekiif.
Dengan data yang diperoleh dari penelitian ini kbahetektivitas pelaksanaan
prosedur investigasi dalam pembuktian kecurang@ndmilai dalam skala 0% -
100% yaitu sebesar 85,57%.

Hal ini disebabkan karena auditor telah mengikutandar-standar
pelaksanaan audit investigasi. Standar-standaehiersdiantaranya gmelaahan
informasi awal, sasaran, dan ruang lingkgpenyusunan program audipenyusunan
anggaran dan tim augitpembicaraan pendahuluan dengan augditfexibilitas
pelaksanaan audit, ekspose intern dan ekstern,upengn KKA, penyusunan
Laporan hasil audit investigatif yang tepat waktu

Namun bila dilihat lebih jauh, maka akan diketabahwa ada beberapa

prosedur yang belum bisa dilaksanakan secra eféldlfini dapat terlihat dengan
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jawaban—jawaban yang diberikan pada kuesionerieifialst pelaksanaan prosedur
audit investigasi dalam pembuktian kecurangan terkg tidak sesuai dengan
yang seharusnya. Salah satu contoh nyata adalaitoraulvestigasi harus
menindaklanjuti pemeriksaan, diantaranya dengan bpean saran dan
rekomendasi serta pemantauan tindak largetlangkan hasil jawaban yang
diberikan ternyata masih banyak yang belum melakuka Hal ini mungkin
terjadi karena audit investigasi yang dilakukan upekan jasa untuk
membuktikan indikasi kecurangan sebagai bantuaiy yhimerikan untuk pihak
penyidik kasus korupsi, sehingga saran dan rekoaseseérta pemantauan tindak
lanjut dirasa kurang dibutuhkan oleh pihak penyidik

Selain itu masih banyak hal-hal yang tidak seseagdn yang seharusnya
dilihat dari jawaban responden yaitu jawaban-jawiab®&ngenapengujian dari
analisis yang dilakukan, tujuan pelaporan, dan pdvasan laporan.

Untuk mengetahui pengaruh antara Kemampuan Audgéogan Efektivitas
Pelaksanaan Prosedur Audit Investigasi dalam PetoulkkKecurangan, maka
dilakukan perhitungan statistik dengan menggunamak@alisis korelasRank
Spearmardan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil ksr®ank Spearman
diperoleh nilai korelasi sebesar 0,6. Dari nilardtasi tersebut, menunjukkan
adanya hubungan antara Kemampuan Auditor dengaktiifes Pelaksanaan
Prosedur Audit Investigasi dalam Pembuktian Keogaan Dari hasil perhitungan
tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan audiéonpengaruhi efektivitas

pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam petialoukecurangan.
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Setelah mengetahui adanya pengaruh antara kemanfuditor dengan
Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatlam Pembuktian
Kecurangan, maka untuk mengetahui berapa besaapgntersebut dapat dilihat
dari besarnya nilai koefisien determinasi. Dariilhsrhitungan yang dilakukan,
diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 36P4l. ini menunjukkan bahwa
kemampuan Auditor memberikan kontribusi sebesar 8@%m mempengaruhi
efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigalam pembuktian kecurangan
dan sisanya sebesar 64% dipengaruhi oleh faktéotfd&in yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuangydimiliki oleh 7
auditor investigasi BPKP perwakilan Jawa Barat aanbaik dan dapat
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur aumlestigasi dalam

pembuktian kecurangan.



